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Isi Abstrack

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana korupsi harus menjadi bagian penting dalam penegakan
hukum untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum itu sendiri. Standarisasi
“dalam keadaan tertentu” adalah kunci sebagai unsur yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan
vonis kepada terdakwa.

Atas dasar latar pemikiran tersebut, maka secara teoritis penjatuhan hukuman mati pada kasus
tertentu yakni korupsi mesti dikontruksikan sesuai prinsip HAM dan prinsip hukum itu sendiri
sehingga yang diatur dalam undang-undang tidak dipahami secara keliru dalam tekstual maupun
kontekstual penegakan hukum pidana.

Dibawah aturan Negara pelaku korupsi mesti dihnukum mati, mengacu pada teori kepastian hukum
maka keberadaan pidana mati bagi koruptor adalah opsi yang dipakai untuk tindakan kejahatan
tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP juncto KUHP terbaru
saat ini yang masih menunggu diberlakukan beberapa tahun akan datang.

Pembatasan hak di mungkinkan menurut UUD 1945 Pasal 28] kemudian dibuktikan dgn putusan
MK No. 2-3/PUU-V/2007 tahun 2007 juncto Pasal 6 ICCPR dan Pasal 3 DUHAM
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Abstrack
The imposition of the death penalty for corruption convicts must be an important part of law
enforcement to create legal certainty, benefit and justice. Standardization "in certain
circumstances” is the key as an element that must be met before imposing a sentence on the
defendant.

On the basis of this background, theoretically the imposition of the death penalty in certain cases,
namely corruption, must be constructed in accordance with human rights principles and the legal
principles themselves so that what is regulated in the law 'is not misunderstood textually or
contextually in criminal law enforcement.

Under state regulations, perpetrators of corruption must be sentenced to death, referring to the
theory of legal certainty, the existence of the death penalty for corruptors is an option used for
certain crimes as stipulated in the Carruption Law and the current Criminal Code juncto the latest
Criminal Code which is still waiting to be enacted for several years. come.

Limitation of rights is possible according to the 1945 Constitution Article 28J which was later
proven by the Constitutional Court decision No. 2-3/PUU-V/2007 year 2007 juncto Article 6
ICCPR and Article 3 UDHR

Keywords: Death Penalty, Corruption, Legal Perspective, Human Rights Perspective.
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